






Opini “Disclaimer” yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2009 telah menjadi issue utama 
sepanjang Tahun 2010 dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran pada seluruh satuan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
masukan kepada Inspektur Jenderal Kemenkes RI mengenai langkah nyata yang dapat 
dilakukan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai satuan pengawas intern, dan 
juga memberikan masukan kepada pimpinan satuan kerja tingkat UAKPA mengenai 
langkah nyata yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan status opini BPK atas 
Laporan Keuangan dari  Disclaimer menjadi WDP atau WTP. 
 
Data yang menjadi objek penelitian ini mencakup data skunder dan data primer. Data 
skunder diperoleh dari laporan keuangan berupa Neraca pada tingkat Kementerian 
Kesehatan. Data primer diperoleh dari hasil penjaringan pengisian kuesioner oleh 
para petugas pelaksana SAK di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan Kabupaten/Kota di 
seluruh Indonesia. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas SAK sangat peduli atas opini 
“Disclaimer” yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 
dan akan membenahi Laporan Keuangan di tingkat UAKPA. Disamping itu juga 
petugas SAK menganggap bahwa kegiatan reviu yang dilakukan Tim Itjen Kemenkes, 
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ternyata sebagian merasa tidak ada manfaatnya karena tidak ada 
bimbingan/pembinaan Tim Itjen Kemenkes kepada petugas. 
 
Petugas SAK pada tingkat UAKPA mempunyai peranan yang cukup penting dalam 
penyelesaian Laporan Keuangan, karena dengan terjadinya penyajian Laporan 
Keuangan yang tidak memadai pada tingkat UAKPA akan berpengaruh pada Laporan 
Keuangan tingkat UAPPA-W dan juga tingkat UAPA-E1, dan terakhir pada tingkat 
UAPPA.  
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